Menimbang

Mengingat

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN GERAKAN PEMBANGUNAN MENUJU
MASYARAKAT SEJAHTERA “BERSINAR”

DI KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

bahwa dalam rangka melaksanakan salah satu misi
pembangunan  yaitu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat serta optimalisasi penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan desa di Kabupaten Tabalong,
perlu membuat program khusus yakni Gerakan
Pembangunan Menuju Masyarakat Sejahtera (Gerbang
Emas) “Bersinar”;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Menuju
Masyarakat Sejahtera (Gerbang Emas) “Bersinar” di

Kabupaten Tabalong;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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11.
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14.

Unc.iang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Penml?angan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 582 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoenesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
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Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun
2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor
02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah -
dan Seckretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
03); ,
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2019 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 18);
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun
2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Tabalong Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN GERAKAN
PEMBANGUNAN MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA
“BERSINAR” DI KABUPATEN TABALONG.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1 88
2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Tabalong.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daeran.

Bupati adalah Bupati Tabalong.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Badan, Dinas, dan Kecamatan.

Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah
bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang
dipimpin oleh Camat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan
undang-undang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan
DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya  disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong
yang merupakan rencana keuangan tahunan
pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh pemerintah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

Satuan Kerja Perangka Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada
Pemerintah Kabupaten Tabalong yang bertanggung
jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kecamatan dan
Kelurahan.
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11.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa
kat masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
an yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

ati pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
ng dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
D, Indonesia.

13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
ah dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai
ng unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

14. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut
ng dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan
an fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil
an ~— dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah

) dan ditetapkan secara demokratis.
1S1 15. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang
ah diinginkan dalam pembangunan masyarakat sebagai
ng upaya untuk mewujudkan kemampuan dan
ATl kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat,
an berbangsa dan bernegara.

16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya
ng mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan
ATl _ masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
ng keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
AT memanfaatkan sumber daya melalui penetapan
na kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang
An sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan

masyarakat Desa.
ng 17. Pembangunan Partisipatif adalah pembangunan yang
na dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan
ya dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta
da — pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan,
ng dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat.
an 18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar
h, pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan,
an bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi,
supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi
pelaksanaan.

19. Swadaya masyarakat adalah bantuan atau sumbangan
dari masyarakat baik dalam bentuk uang, material dan
non fisik dalam bentuk tenaga dan pemikiran dalam
kegiatan pembangunan.
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20. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate

21.

22.

23.

24.

.28.

26.

27,

Socia.l Responsibility atau sebutan lainnya, yang
selanjutnya disingkat CSR adalah bentuk komitmen
dan kepedulian perusahaan, baik di bidang sosial
maupun lingkungan, dalam rangka mendukung
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
pembangunan di Kabupaten Tabalong.

Perusahaan adalah badan hukum milik swasta
maupun perorangan dan badan usaha milik
pemerintah (BUMN) maupun pemerintah daerah
(BUMD), yang menjalankan usaha di Kabupaten
Tabalong, baik sebagai kantor pusat/induk maupun
sebagai kantor cabang atau anak perusahaan.
Partisipasi masyarakat adalah peran aktif masyarakat
dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan,
pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil
pembangunan.

Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan
Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan
stakeholders desa/kelurahan untuk menyepakati
rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.

Badan Usaha Milik Desa atau yang disingkat BUM Desa
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang
dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan
usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat Desa.

Belanja Hibah adalah belanja yang dianggarkan dalam
APBD diberikan kepada pemerintah atau pemerintah
daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi
swasta/organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok
masyarakat/perorangan serta perusahaan daerah, yang
bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan fungsi
pemerintahan daerah dan layanan dasar umum serta
peningkatan partisipasi dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah.

Belanja Bantuan Sosial adalah belanja yang
dianggarkan dalam APBD digunakan untuk pemberian
bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada
penerima bantuan yang bertujuan untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat.

Gerakan Pembangunan Menuju Masyarakat Sejahtera
“Bersinar” yang selanjutnya disebut Gerbang Emas
“Bersinar” adalah Program Pemerintah Kabupaten
Tabalong untuk mendukung percepatan pembangunan
di Desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan

masyarakat.
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BAB II
STRATEGI GERBANG EMAS “BERSINAR”

Pasal 2

Gerbang Emas “Bersinar” dilaksanakan dengan
mengf)ordinasikan, menyinkronkan, menyinergikan dan
mengintegrasikan berbagai program dan kegiatan yang ada
di desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Pedon‘nan Gerbang Emas “Bersinar” dijabarkan dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

(1) Tyjuan Umum: Mempercepat pembangunan desa
dengan mensinergikan seluruh potensi yang ada
menuju desa yang sejahtera dan mandiri.

(2) Tujuan Khusus:

a Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan
melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
yang mendukung pembangunan ekonomi, sosial,
pendidikan dan kesehatan dengan pendekatan
mekanisme sistem perencanaan dan penganggaran
secara partisipatif;

b Mengurangi kesenjangan antar desa dan desa dengan
kota, dengan menerapkan model pembangunan yang
terintegrasi melalui proses musyawarah perencanaan
pembangunan;

¢ Membuka dan memperluas akses penyerapan tenaga
kerja di desa.

Pasal S5

Sasaran Gerbang Emas “Bersinar” adalah:

a. Terbangunnya sarana prasarana dasar yang meliputi
pendidikan, sosial keagamaan, kesehatan, transportasi,
pertanian, pemasaran, air bersih dan sanitasi;

b. Menguatnya fungsi Lembaga Kemasyarakatan (LK) di
desa;

c. Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat;

d. Meningkatnya kapasitas pemerintah desa dalam
pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan;

e. Meningkatnya kapasitas masyarakat desa dalam
pelaksanaan pembangunan.
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BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM
GERBANG EMAS “BERSINAR”

Pasal 6

Program Gerbang Emas “Bersinar” dilaksanakan melalui
tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

b. Tahap Pengorganisasian

C: Tahap Pelaksanaan

d. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Pasal 7

(1) Percepatan penyelenggaraan program Gerbang Emas
“Bersinar”, dilaksanakan oleh masing-masing satuan
kerja perangkat daerah dengan menetapkan desa binaan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta

potensi desa yang dibina.

(2) Penetapan SKPD dan desa binaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1) Untuk penyelenggaraan program  Gerbang Emas
“Bersinar”, dibentuk tim yang terdiri dari:
a. Tim Koordinasi di tingkat kabupaten
b. Tim Sekretariat di tingkat kabupaten, dan
c. Kelompok Kerja di tingkat kecamatan

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENDANAAN PROGRAM
GERBANG EMAS “BERSINAR”

Pasal 9

Pendanaan program Gerbang Emas “Bersinar” dapat berasal
dari:

APBN;

APBD Provinsi Kalimantan Selatan;

APBD Kabupaten Tabalong;

APBDes;

CSR;

Swadaya masyarakat.

Moo g
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal ;1 Juzii Z0E

TI TABALONG

P A ' '1
~_ 7
AR

SYAKHFIANI

Dlundangkan di Tan_]ung
pada tanggal 07 Jwil 200

ARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2015 NOMOR ¢



